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ABSTRACT 

Rizka Fadillal, 2020. This study aims to determine how population administration 

services in the Kerinci Regency Population and Civil Registration Service on validation 

of population data. This type of research is qualitative research. The data collection 

technique in this study used the interview and observation method, where interviews were 

conducted with 7 informants who were employees of the Department of Population and 

Civil Registration of Kerinci Regency and the Community of Kerinci Regency. 

The findings of the research show that overall population administration services in the 

Department of Population and Civil Registration of Kerinci Regency can be categorized 

as good, there are several aspects that have been well implemented, including: 

Transparency, Accountability, Conditional, Participatory, Equal Rights, and Balance of 

Rights and Obligations. Good service implementation will get service reports that are 

good again / easy to understand, and can become a reference in policy making for the 

progress of a district government. 
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ABSTRAK 

Rizka Fadilla, 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelayanan 

administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kerinci tentang validasi data kependudukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara dan observasi, dimana wawancara dilakukan terhadap 7 orang informan 
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yang merupakan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kerinci dan Masyarakat Kabupaten Kerinci. 

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelayanan administrasi 

kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci dapat 

dikatagorikan sudah baik, ada beberapa aspek sudah baik  diterapakan antara lain: 

Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, dan 

Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Penerapan pelayanan dengan baik akan 

mendapatkan laporan layanan yang baik lagi/mudah dipahami, dan dapat menjadi acuan 

didalam pengambilan kebijakan untuk kemajuan suatu pemerintahan kabupaten. 

 

Kata Kunci : Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Validasi Data 

1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Secara umum setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat 

dikatakan bahwa pelayanan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Masyarakat sebagai pengguna layanan publik pasti memiliki harapan untuk 

mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pemerintah. Indonesia merupakan 

salah satu Negara dengan jumlah penduduk yang paling besar di dunia. Sesuai 

dengan data Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan 

pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting 

yang dialami Penduduk di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.   

 

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang 

untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal 

terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, 

kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan 

pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama 

merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan 

data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk 

dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang.  

 

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala 

persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang 

bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan Penduduk, atau 

dengan kata lain Penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. 

Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang 
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kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan 

Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya. 

 

Realitas pelayanan administrasi yang berdampak dalam hal ini ialah 

administrasi kependudukan yang tergambar dari proses yang lama, berbelit-belit, 

berbiaya mahal dikarenakan bahan pembuatannya yang langkah, pelayanan 

seadanya, serta proses penyelesaian sengketa pelayanan yang lama cenderung 

merugikan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu melakukan 

penelusuran secara ilmiah tentang bagaimana tata kelola pemerintahan desa, 

dengan judul penelitian: “Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci (Studi Kasus: 

Validasi Data Kependudukan).” 

 

Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

yang akan dibahas yaitu bagaimana Analisis Pelayanan Administrasi 

Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci 

(Studi Kasus: Validasi Data Kependudukan). 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini adalah  

untuk mengetahui bagaimana Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci (Studi Kasus: 

Validasi Data Kependudukan). 

 

Manfaat Penelitian 

Secara Teoritis  
Memberi kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan, 

sehingga dapat memperkuat teori-teori tentang analisis pelayanan administrasi 

kependudukan dan menambah referensi pengetahuan bagi peneliti selanjutnya. 

 

Secara Praktis  
Secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi 

instansi pemerintah Kabupaten/Kota dalam analisis pelayanan administrasi 

kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci), 

sehingga menimbulkan kepuasan pelayanan masyarakat dan terutama pada 

masyarakat Kabupaten Kerinci. 

 

Tinjauan Pustaka 

Administrasi Kependudukan 

Administrasi 

Menurut Handayaningrat (1988:2), mengatakan bahwa administrasi secara 

sempit berasal dari kata administratie (bahasa belanda) yaitu meliputi kegiatan 

catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan 

sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan menurut Gie (), 

mengemukakan bahwa administrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
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mengendalikan suatu usaha. Kegiatan itu bersifat merencanakan, 

mengorganisasikan dan memimpin. 

 

Berdasarkan uraian dan definisi-definisi seperti yang dikemukan  di atas, 

jika disederhanakan ciri pokok untuk dapat disebut administrasi harus memiliki 

kerjasama sekelompok orang, pembagian kerja  secara terstruktur, menggunakan  

sumber daya yang ada dan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan  bahwa administrasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh 

sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam 

struktur dengan mendagunakan  sumber daya - sumber daya untuk mencapai 

tujuan. 

 

Administrasi Kependudukan  
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2019 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat (1), administrasi kependudukan adalah 

rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data 

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan 

informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sector lain. Pengertian tersebut di atas berarti 

bahwa setiap penduduk harus di data dan ditata melalui penertiban dokumen yang 

dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil setempat agar pemerintah 

dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap 

penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib. 

 

Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

Bab I dijelaskan beberapa konsep atau pengertian yang berkaitan dengan 

Administrasi Kependudukan sebagai berikut: 

1. Administrasi Kependudukan  

2. Penduduk 

3. Warga Negara  

4.  Orang 

5. Penyelenggara 

6. Instansi pelaksana 

7. Dokumen kependudukan 

8. Data kependudukan 

9. Pendaftaran Penduduk 

10. Peristiwa kependudukan 

11. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK 

12. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK 

13. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP  

14. Pencatatan sipil  

15. Pejabat pencatatan sipil  
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16. Peristiwa penting  

17. Izin tinggal terbatas. 

18. Izin tinggal tetap  

19. Petugas registrasi  

20. Sistem informasi administrasi kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, 

21. Data pribadi  

22. Kantor Urusan Agama Kecamatan  

23. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) instansi pelaksana  

Kewenangan yang terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, yaitu; 

1. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten atau kota (dalam hal ini unit kerja yang mengelola pendaftaran 

penduduk dan catatan sipil)  

2. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh pemerintah 

provinsi  

 

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan 

oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang 

mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan UU 

dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi 

kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan 

ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen 

kependudukan. Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai 

berikut: 

1. Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el) 

2. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 

3. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el 

4. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) 

Tahun 

5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 

6. Pengakuan dan Pengesahan Anak 

7. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya 

(Gratis) 

8. Pencatatan Kematian 

9. Stelsel Aktif 

10. Petugas Registrasi 

11. Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi 

Kependudukan  

12. Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada  APBN 

13. Penambahan Sanksi 

Menurut Adejaya Muhammad dan Agus Heruanto Hadna (2018) terdapat 

tiga indikator yang mengukur pelayanan administrasi kependudukan, karena 

dalam menganalisis penyebab buruknya kualitas pelayanan yang diberikan, 

digunakan tiga faktor yang paling sesuai terkait permasalahan-permasalahan yang 
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ditemukan sebelum dilakukannya penelitian. Ketiga faktor tersebut setiap faktor 

dapat dilihat dari beberapa indicator; 

1) Faktor Sumber Daya Manusia dilihat dari; Jumlah, Tingkat pendidikan, 

pengembangan kapasitas, dan karakteristik Individu. 

2). Faktor organisasi dilihat dari; struktur organisasi, sistem/prosedur dan budaya 

organisasi.  

3). Faktor sarana dan prasarana dilihat dari; Ketersediaan, dan kualitas. 

 

Akta Kelahiran 

Akta kelahiran adalah akta/catatan autentik yang dibuat oleh pegawai  

catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama  

anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status  

kewarganegaraan anak. Setiap warga negara indonesia wajib memiliki akta 

kelahiran. Akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa 

selembar kertas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

yang berisi mengenai identitas-identitas anak yang dilahirkan yaitu nama, tanggal 

lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Dengan 

memiliki akta kelahiran, setiap orang dapat menunjukkan hubungan hukum 

dengan kedua orang tuanya.   

 

Pelayanan Publik 

Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, yaitu; 

 (1)  Perihal atau cara melayani, 

 (2) Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang, 

 (3) Kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. 

 

Jenis-Jenis Pelayanan Publik  
Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat di 

klasifikasikan ke dalam  dua kategori utama, selain pelayanan kebutuhan yakni 

kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok, pemerintah sebagai 

instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum, 

yaitu: 

a. Pelayanan Administrasi 

b. Pelayanan Barang 

c. Pelayanan Jasa 

 

Kebijakan Publik 

Menurut William Dun (2003), kebijakan adalah aturan tertulis yang 

merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur 

perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. 

Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota 

masyarakat dalam  berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat bersifat 

problem solving dan produktif. Berbeda dengan hukum (Law) dan Peraturan 

(Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan 
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juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga 

diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang 

spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi 

spesifik. 

 Kebijakan publik keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak 

pada tatanan strategis atau bersifat bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang 

otoritas publik (Soeharto, 2008). Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik 

maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang 

menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses 

pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi kepentingan rakyat. 

 

Penelitian Relevan 

Muhammad Rizky Faisal (2017), menghasilkan bahwa di kantor dinas 

kependudukan dan catatan sipil dan kantor kecamatan di kabupaten Mamuju 

Tengah untuk menciptakan pelayanan lebih efisien, efektif dan sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kualitas pelaksanaan pelayanan administrasi 

kependudukan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:  

(a). Aspek bukti Fisik (tangible).  

(b). Aspek keandalan (realiability).  

(c). Aspek daya tanggap (responsiveness).  

(d). Aspek jaminan (Assurance).  

(e). Aspek empati (empaty).  

 

Kerangka Pemikiran 

Dalam analisis pelayanan administrasi kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci terdapat berbagai kendala-

kendala yang dihadapi. Dalam terdapat berbagai kendala-kendala yang dihadapi. 

Untuk mengatasi kendala tersebut maka perlu diadakan upaya-upaya dalam 

penyelesaiannya, sehingga tujuan bisa tercapai. Adapun kerangka konseptual 

terhadap permasalahan diatas tergambar dalam skema dibawah ini. 

Gambar 1.1 

Indikator Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Irma Suryani dan Jamaluddin, (2016:135-140) 

Variabel 

 

Analisis Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan 

Indikator 

1. Transparansi 

2. Akuntabilitas 

3. Kondisional 

4. Partisipatif 

5. Kesamaan hak 

6. Keseimbangan hak dan 

kewajiban 
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II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. 

Sehingga penulis ini akan mendeskripsikan bagaimana analisis pelayanan 

administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Kerinci, hambatan yang ditemui dalam mewujudkan strategi komunikasi politik 

dan upaya dalam penyelesaiannya. Penelitian kualitatif menggunakan metode 

kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. 

 

Metode deskriptif berusaha mendeskripsikan aspek yang diteliti sebagaimana 

adanya. Objek yang dikajipun tidak meluas dan tidak mengkaji pola hubungan 

yang lebih ketat seperti pengaruh dan sebab akibat. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menggambarkan mengenai, “Analisis pelayanan administrasi kependudukan 

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci”. 

 

Informan Penelitian 

Usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara menurut 

Moleong Lexy.J (2006:133), diantaranya yaitu: 

(1) Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara informal maupun 

(pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh 

masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain).  

(2) Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.  

Adapun pemilihan informan  yang digunakan yaitu dengan teknik purposive 

sampling, menurut Sugiyono (2014:85) “purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel 

penelitian yaitu di Pemerintah Kabupaten antara Kabupaten Kerinci dengan Kota 

Sungai Penuh. Alasan penentuan sampel  adalah bahwa Kabupaten Kerinci 

merupakan daerah asal peneliti bekerja dan bertempat tinggal. 

 

Sehingga penulis menemukan informan untuk penelitian ini terdiri dari 

Pemerintah Kabupaten Kerinci dan partai yang mendukung yang dijadikan 

sampel. Informan dari unsur pemerintahan diataranya, yaitu: 

1. Kepala Dukcapil Kabupaten Kerinci 

2. Kepala Bidang PIAN dan Pemanfaatan Data 

3. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 

4. Kepala Sub Bidang Pengolahan dan Penyaijian Data 

5. Kepala Sub Bagian Pendataan Penduduk  

6. Masyarakat 

 

Jenis Data 
Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data primer  
Yaitu data yang didapatkan  langsung dari objek penelitian melalui wawancara 

mendalam dengan informan. Dan dengan cara observasi lapangan dari lembaga yang 
terkait. 
b. Data sekunder  
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Yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan  dan dokumen yang didapatkan 
kantor dinas penduduk dan catatan sipil kabupaten kerinci. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut sugiyono (2014:224), merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian 

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan datadilakukan pada natural setting 

(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan teknik pengumpul data sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

2. Observasi (Observation) 

3. Studi Dokumentasi (Documentation Study) 

 

Alat Pengumpulan Data 

Unit Analisis 

Sesuai dengan judul penelitian bahwa yang akan diteliti adalah  mengenai  

Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Kerinci. 

 

Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat 

uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh 

akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. 

Adapun prosedur dalam analisis data kualitatif menurut Matthew B. Milles 

dan A. Michael Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-253),  terdiri dari: 

1.  Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peniliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan 

elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek 

tertentu. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 
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untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami. 

3. Conclusion Drawing/ Verification. 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penerikan kesimpulan 

atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi 

data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang 

proses penelitian berlangsung. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa 

dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung dengan melibatkan interpretasi 

penulis. 

 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kerinci. Hal ini sesuai dalam 

mewujudkan analisis pelayanan administrasi kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci. Selain itu, hal ini juga 

mempertimbangkan jarak dan waktu dalam penelitian sehingga memudahkan 

peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan, dan juga melihat sejauh mana 
analisis pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Kerinci. 
Tabel 1.2 

Jadwal Penelitian 
III.  

IV.  
V.  

No Kegiatan Mei Juni Juli Agustus   
2 5 12 13 14 5 10 11 23 24 25 26 28 5 3 7 8 

1 Pengusulan Judul                  

2 Judul disetujui                  

3 
Mempersiap 

proposal 
                 

4 Seminar Proposal                  

5 Pengambilan  Data                  

6 
Persetujuan 

Skripsi 
                 

7 Ujian Skripsi                  

8 Perbaikan Skripsi                  

9 Skripsi Selesai                  

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam)  

indikator menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 sebagai berikut : 
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1. Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti   

2. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

3. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan  

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas.  

4. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat   

5. Kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, 

ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi   

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan  

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak. 

 

Pembahasan Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Transparansi 

Transparansi. Menurut Sinambela dkk (2006:6), transparansi bersifat 

terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi pelayanan 

merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan oleh pemberi 

pelayanan kepada penerima layanan. Prinsip transparan adalah menciptakan 

kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui pelayanan 

informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat 

dan memadai. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal 

balik antara institusi dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin 

kemudahan memperoleh informasi yang akurat. 

 

Untuk efisiensi waktu sendiri sudah menunjukkan perkembangan sebab 

operator dan staff berusaha jika yang bertanda tangan pada KTP, KK maupun 

bukti kependudukan lainnya sedang berada ditempat maka hari itu juga 

masyarakat sudah bisa langsung memiliki KTP maupun KK,  jadi selain hambatan 

infrastruktur pemberi tanda tangan juga menjadi kendala, selain dari itu untuk 

lama waktu pelayanan Dinas kependudukan memberi maksimal paling  lama 12 

hari kerja. 

 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas. Menurut Sinambela dkk (2006:6), akuntabilitas adalah 

pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketetntuan peraturan 

perundang-undangan. 

Birokrasi di katakana akuntabel apabila mereka dinilai secara obyektif, 

oleh orang (masyarakat atau melalui wakilnya) dapat mempertanggung jawabkan 

segala macam perbuatan, sikap, dan sepak terjangnya kepada pihak kekuasaan dan 

kewenangan yang dimiliki itu berasal. Pelayanan public mempunyai akuntabilitas 
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tinggi apabila acuan utama penyelenggaraannya beriorentasi kepada pengguna 

jasa.  Kepuasan pengguna jasa harus selalu mendapat perhatian dalam setiap 

penyelenggaraan pelayanan public, karena merekalah sebenarnya penguasa negeri 

ini, yang membiayai birokrasi melalui pajaknya. Mereka berhak atas pelayanan 

terbaik pelayannya yaitu birorat. Untuk itu acuan kepuasan masyarakat tehadap 

pelayanan pemerintahan tergantung kepada birokrat yang yang dapat 

dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya. Salah satunya, sesuai hasil maklumat 

pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, 

sebagi berikut gambat dibawah ini: 

Kondisional 

Kondisional. Menurut Sinambela dkk (2006:6), kondisional, yaitu 

pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima. 

Kondisional yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi 

dan efektivitas. Kondisional dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat 

terhadap tataran birokrasi pemerintahan, disesuaikan dengan efesiensinya waktu 

dan tenaga. Kemampuan aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat yang 

sesuai kondisi yang ada pada saat itu. Kemampuan aparatur pemerintah dalam 

menghadapi kendala-kendala yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Kondisonal meliputi eefesiensi dan efektifitas. 

Pelayanan administrasi Kependudukan di Kabupaten Kerinci terutama 

pelayanan administrasi Akta Kelahiran dan surat keterangan Pindah Penduduk di 

dilaksanakan oleh sub Bagian Umum pada Sekretariat Kantor Camat. Berdasarkan 

hasil pengamatan pada bagian ini, yang menangani langsung pelayanan tersebut 

terdapat dua orang staf yang di tempatkan di bagian yang berhubungan dengan 

pengadministrasian kependudukan. 

 

Partisipatif 

Partisipatif. Menurut Sinambela dkk (2006:6), partisipatif yaitu pelayanan 

yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masayarakat.  

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas pelayanan 

pemerintah di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Kerinci yakni faktor 

kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dimaksudkan ialah kesadaran untuk 

mempersiapkan segala yang menjadi persyaratan untuk melakukan suatu urusan 

pelayanan di kantor Kecamatan, relasi antara aparat pemerintah dengan 

masyarakat memang harus saling mendukung agar dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari aparat pemerintah sendiri. 

 

Kesamaan Hak 

Kesamaan Hak. Menurut Sinambela dkk (2006:6), kesamaan hak yaitu 

pelayana yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari spek apapun khususnya 

suku, ras, agama, golongan, status sosial. Pelayanan Pemerintah sebagai pelaku 

organisasi public harus bersifat netral dan tidak membeda-bedakan status dan 

kedudukan masyarakat selaku pengguna pelayanan dari Pemerintah. Pada 
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dasarnya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan dan pelayanan yang sama. 

Hal ini harus perlu dilaksanakan oleh aparatur dalam memberikan pelayanan 

kepada setiap orang. Dengan itu masyarakat akan merasa puas akan pelayanan 

yang diberikan oleh aparatur pemerintah. 

 

Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Menurut Sinambela dkk (2006:6), 

keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan  penerima pelayanan. 

 

IV. KESIMPULAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

serta dikemukakan saran-saran yang sekiranya berguna bagi Pemerintah daerah 

dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu 

didalam penyelenggaraan pemerintah Dukcapil Kabupaten Kerinci. Dari hasil 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Transparansi 

2. Akuntabilitas      

3. Kondisional 

      4.   Partisipatif 

      5.   Kesamaan Hak 

      6.   Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

 

Saran     

 Melihat pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan Pemerintah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka menyarankan : 

1. Sebaiknya peran serta masyarakat perlu terus ditingkatkan, agar 

masyarakat umum lebih mengetahui pentingnya kepemilikan KTP, KK 

dan Akta Kelahiran. Caranya mengadakan program penyuluhan melalui 

kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kerinci untuk 

membantu pemahaman informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan. 

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci diharapkan 

lebih meningkatkan meningkatkan kualitas pelayanan yang dianggap 

kurang memuaskan dalam proses pelayanan yaitu dimensi fasilitas fisik 

agar masyarakat dapat merasa puas dan nyaman saat melaksanakan 

pelayanan 

3. Kualitas sumber daya manusia memang yang paling mendasar selain 

sarana dan prasarana yang perlu terus ditingkatkan baik kualitas dan 

kuantitas sesuai dengan kebutuhan daerah. 
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